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 Each company has its own way and policy in managing aspects of responsibility to the 
environment. It is undeniable that the company's political connections have various 
benefits for the company itself. The entry of politics into the business world is based 
on mutual need, entrepreneurs need politics to save and develop their businesses as 
well as politics need material support for their political survival. Therefore, the purpose 
of this study is to see and test whether companies with political connections are good 
in environmental performance which has a good impact on company value. This study 
uses descriptive and multivariate analysis to test 320 samples of manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The results of this 
study prove that companies that have political connections have the opportunity to 
get high scores in environmental performance. Because the company will use its 
connections to change or increase its value.  
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  A b s t r a k 
   

  Setiap perusahaan memiliki cara dan kebijakan masing-masing dalam mengelola 
aspek pertanggungjawaban kepada lingkungan. Tidak dapat dipungkiri koneksi politik 
yang dimiliki perusahaan memiliki berbagai manfaat bagi perusahaan itu sendiri. 
Masuknya politik didalam dunia bisnis didasari oleh saling membutuhkan, pengusaha 
membutuhkan politik untuk menyelamatkan dan mengembangkan usaha mereka 
begitu juga politik membutuhkan dukungan materil untuk keberlangsungan politik 
mereka. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk melihat dan menguji apakah 
perusahaan yang berkoneksi politik baik dalam kinerja lingkungan yang berdampak 
baik pada nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan 
multivariat untuk menguji 320 sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 
perusahaan yang mempunyai koneksi politik mempunyai kesempatan untuk 
mendapatkan skor yang tinggi dalam kinerja lingkungannya. Karena perusahaan akan 
memanfaatkan koneksinya untuk merubah atau meningkatkan nilainya. 
 
Kata kunci: koneksi politik; kinerja; lingkungan 

   

 
  
Pendahuluan 
 

Aspek lingkungan adalah aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam sektor ekonomi, 
karena dampak dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan mempengaruhi lingkungan itu sendiri 
(Pratama, 2013) Perusahaan bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitar yang menerima dampak 
langsung terhadap kegiatan perusahaan, khususnya perusahaan industri yang limbahnya berdampak 
pada pencemaran lingkungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 
Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dimana kinerja lingkungan perusahaan dievaluasi atas ketaatannya dalam 
mengelola limbah dan pencemarannya. Permasalahan lingkungan yang sering muncul antara lain 
seperti dan eksploitasi atau pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran dari sumberdaya 
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mineral adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran pada tanah, polusi 
udara, dan hidrologi air. Beberapa contoh lokasi tambang yang telah mengalami penurunan kualitas 
lingkungan, antara lain tambang timah di Pulau Bangka, tambang batu bara di Kalimantan Timur dan 
tambang tembaga di Papua. Lubang-lubang bekas penambangan dan pembukaan lapisan tanah yang 
subur pada saat penambangan, dapat mengakibatkan daerah yang semula subur menjadi daerah yang 
tandus. Selanjutnya, kasus PT. Lapindo, perusahaan yang lebih mengutamakan penyelamatan aset-
asetnya dari pada mengatasi persoalan lingkungan yang ditimbulkan, sehingga menimbulkan dampak 
buruk pada lingkungan di sekitar tempat pengeboran. Kemudian eksplorasi sumberdaya alam yang 
dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, yang selama bertahun-tahun dan telah menghasilkan triliunan 
rupiah ke dalam perusahaan tersebut, tidak diimbangi oleh perhatian khusus kepada dampak jangka 
panjang dilingkungan yang dinikmati oleh masyarakat sekitar (Sasmitha, 2015). 

Setiap perusahaan memiliki cara dan kebijakan masing-masing dalam mengelola aspek 
pertanggungjawaban kepada lingkungan. Tidak dapat dipungkiri koneksi politik yang dimiliki 
perusahaan memiliki berbagai manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Masuknya politik didalam dunia 
bisnis didasari oleh saling membutuhkan, pengusaha membutuhkan politik untuk menyelamatkan dan 
mengembangkan usaha mereka begitu juga politik membutuhkan dukungan materil untuk 
keberlangsungan politik mereka. Perusahaan yang terlibat dalam pemerintahan memiliki kesempatan 
dan kemampuan mempengaruhi undang-undang dan peraturan yang dapat berimbas dalam 
kebijakan perusahaan. Fisman (2001) mengatakan bahwa Indonesia adalah pelopor dalam 
menganalisis ikatan antara koneksi politik dan nilai perusahaan. Rujukan dimulai pertama kali dengan 
adanya hubungan antara Indonesia dengan Presiden Soeharto, tidak dapat dipungkiri bahwasanya 
perusahaan yang dimiliki beliu sangat banyak dan besar dan tidak jauh dari pengaruh politik yang 
beliu miliki di Indonesia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dapat memperoleh 
manfaat yang signifikan dari koneksi politik, termasuk hubungan istimewa yang dibangun (Ang et al., 
2011; Su & Fung, 2013; Faccio, 2006; Liu et al., 2018; Li et al., 2012). Oleh karena itu, dalam penelitian 
ini peneliti ingin melihat koneksi politik yang dibangun perusahaan apakah memiliki nilai tambah bagi 
kinerja lingkungannya. Sebab Koneksi politik mempengaruhi perubahan kebijakan dalam sebuah 
negara, salah satunya terkait dengan pengungkapan lingkungan. 

 
Teori signal (signalling theory) 

Teori signal menjelaskan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada 
pengguna informasi mengenai apa yang telah dilakukan perusahaan. Perusahaan mempunyai 
dorongan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal atau stakeholder perusahaan karena 
terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Sehingga Strategi yang 
dilakukan perusahaan diharapkan dapat menjadi signal yang baik bagi pasar. Informasi yang 
dipublikasikan oleh perusahaan akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan 
investasi (Hartono, 2010). Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar terlebih dahulu 
menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (good news) atau signal 
buruk (bad news). Jika informasi tersebut dianggap sebagai signal baik, maka investor akan tertarik 
untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui 
perubahan dalam volume perdagangan saham (Suwardjono, 2010). 

 
Teori legitimasi (legitimacy theory) 

Teori legitimasi menegaskan bahwa untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat atas 
kegiatan yang dilakukan, maka perusahaan harus menentukan strategi untuk menjalankan kegiatannya 
sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan. Koneksi politik yang dibangun perusahaan menjadi 
komunikasi  jalur  penting  untuk  memperoleh legitimasi dari pihak yang diharapkan. Sehingga 
Perusahaan perlu megungkapkan informasi yang  dapat  memperkuat legitimasinya.  

 
Koneksi politik 

Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara tertentu mempunyai ikatan 
secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). 
Keberadaan koneksi politik perusahaan diharapkan dapat memperkuat strategi yang dibangun 
perusahaan untuk mendapatkan nilai dalam pasar persaingan, seperti pada teori manajemen strategis 
yang dikatakan oleh (Glueck, William F, & Willis, 1979) bahwasanya sejumlah keputusan dan tindakan 
yang mengarah pada perumusan strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu 
mencapai tujuan perusahaan. Beberapa penelitian yang menggunakan koneksi politik sebagai variabel 
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moderasi yang menggabungkan koneksi politik pada kegiatan atau aktivitas perusahaan seperti pada 
penelitian (Chen et al., 2004; Jia & Zhang, 2012).  

 
Kinerja lingkungan 

Pengukuran terhadap kinerja lingkungan di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara. 
Terdapat tiga indikator yang bisa digunakan yaitu AMDAL, ISO dan PROPER. Berdasarkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi 
ketaatan dan kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya 
dan beracun. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan 
Proper, bagi: (a) pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat instansi lingkungan hidup 
yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau 
kegiatan; dan (b) dewan pertimbangan Proper dan tim teknis Proper untuk melakukan penilaian 
peringkat Proper. 

Kinerja penataan yang dinilai dalam Kriteria Penilaian PROPER dibedakan menjadi 2, yaitu:  
1. Kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkatan emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Kriteria 

ketaatan pada dasarnya adalah penilaian ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan 
hidup. Peraturan yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah peraturan: Penerapan Dokumen 
Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah 
B3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan.  

2. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) untuk pemeringkatan 
hijau dan emas. Komponen yang dinilai adalah: Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan 
Lingkungan, Sistem Manajemen Lingkungan, Pemanfaatan Sumber Daya, Pengembangan 
Masyarakat. 

 
Pengembangan hipotesis 

Nys, E., Tarazi (2015) menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan saat itu sedang membuat 
lingkungan pengaturan terkait erat dengan koneksi politik. Barth, MB, McNichols, MF dan Wilson 
(1997) berpendapat bahwa pengungkapan lingkungan di Indonesia adalah terkait dengan biaya 
politik. Milne (2002) mengungkapkan hubungan politik adalah upaya perusahaan mengurangi tekanan 
politik dan menjadi sarana dan akses untuk pengungkapan yang lebih baik lingkungan perusahaan. 
Bambang (2020) hubungan politik dan budaya perusahaan mengungkapkan efek positif 
pengungkapan air perusahaan. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya maka dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
H1: Perusahaan yang berkoneksi politik baik dalam kinerja lingkungan 

 
 
Metode penelitian  
 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini 
adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk publikasi. Dimana 
sumber data dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2012 - 2019. Dengan teknik (purposive sampling) yakni perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang mengikuti Program PROPER selama 2012-2019, 
sehingga sampel yang digunakan sejumlah 320 laporan tahunan. 

Kinerja lingkungan perusahaan diukur dari PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yang diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup 
(KLH). PROPER merupakan program KLH untuk menilai prestasi perusahaan dalam pengelolaan 
lingkungannya. PROPER menggunakan peringkat untuk mengukur kinerja lingkungan perusahaan. 
Terdapat lima (5) kategori yang ditandai dengan warna-warna sebagai pemeringkatnnya. Urutan 
peringkat dari yang terkecil ke yang terbesar dalam PROPER adalah hitam, merah, biru, hijau, dan 
emas menggunakan data ordinal yaitu pengukuran kinerja lingkungan menggunakan skor 1 hingga 5 
(Pratama, 2013).  

Kriteria dalam peringkat PROPER yaitu: Peringkat “Emas” (Skor 5), Peringkat “Hijau” (Skor 4), 
Peringkat “Biru” (Skor 3), Peringkat “Merah” (Skor 2), Peringkat “Hitam” (Skor 1). 
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Variabel independent dalam penelitian ini adalah koneksi politik (KP). Koneksi politik adalah 
perusahaan yang memiliki koneksi secara politik setidaknya salah satu pemegang saham yang besar 
(seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu 
pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) yang merupakan anggota 
parlemen, menteri, politikus atau partai politik (Faccio, 2006). Koneksi politik diukur menggunakan 
dummy, yakni memberikan angka 1 pada perusahaan yang berkoneksi dan 0 untuk yang tidak 
berkoneksi, pengukuran ini pernah dilakukan oleh (Ang et al., 2011; Su & Fung, 2013; Liu et al., 2018; 
Chen et al., 2004; Bencheikh & Taktak, 2017; Harymawan & Nowland, 2016; Li et al., 2012; Cheng, 
2016). 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan software OLS (Ordinary Least Square) 
dengan menggunakan teknik Uji Statistik Deskriptif, memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 
yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi (Ghozali, 2009). Penelitian ini menggunakan 
Regresi sederhana yakni metode pendekatan hubungan antara satu variabel dependen dan satu 
variabel independen, dengan rumus: KLt=a1+b1KP+e1 dimana KL (Kinerja Lingkungan) dan KP (Koneksi 
Politik). 
 
 
Hasil dan diskusi 
 

Data yang disajikan dalam penelitian ini berasal dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penilaian peringkat 
kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup selama lima tahun terakhir yakni 2012 
hingga 2019 pada perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur seperti, sub sektor semen, 
keramik, logam, kimia, plastik dan kemasan, pakan ternak, kayu, pulp dan kertas, mesin dan alat berat, 
otomotif dan komponen, tekstil dan garmen, alas kaki, kabel, elektronika, makanan dan minuman, 
rokok, farmasi, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Jumlah perusahaan yang bergerak dalam sektor 
manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia dan telah mengikuti program PROPER sebanyak 132 
perusahaan, dengan total laporan keuangan yang diperoleh sebanyak 320 yang layak dijadikan 
sebagai objek penelitian. Dari 320 laporan tahunan yang digunakan dalam pengamatan, statistik 
deskriptif menunjukkan data sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Pengamatan statistik deskriptif laporan tahunan 
 

 Mean SD 0 1 2 3 4 5 
KP 0,30 0,459 7,0 3,0 - - - -

KL 2,74 0,968 7,2 - 16,6 66,9 6,3 3,1

 
Dari hasil statistik diatas terlihat bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia yang memiliki koneksi politik pemerintahan sebesar 3,0 atau 30% dari total 
keseluruhan dan yang tidak memiliki koneksi sebesar 7,0 atau 70%. Sedangkan untuk kinerja 
lingkungan perusahaan yang mendapatkan skor emas (5) sebesar 3,1%, yang mendapat skor hijau (4) 
sebesar 6,3%, yang mendapatkan skor biru (3) sebesar 66,9%, dan yang mendapat skor merah 16,6%.  
 

Tabel 2. Hasil uji regresi 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.683 .064 41.605 .000* 

Koneksi Politik .202 .118 .096 1.719 .087** 
a. Dependent Variable: Kinerja Lingkungan 

*sig≤0,05 ** sig≤0,1 
 
Dari hasil SPSS maka didapat persamaan regresi yaitu: KL1 = 2.6831 + 0.2021KP + e1, dimana 

nilai konstan 2.683 menunjukkan nilai positif yang artinya apabila semua variabel indenpendent 
nilainya 0, maka koneksi politik nilainya 0.202%.  

Hasil pengujian di atas menyatakan bahwa hipotesis perusahaan yang berkoneksi politik baik 
dalam kinerja lingkungan atau H1a diterima. Hal ini terbukti dari nilai t sebesar 1.719 dengan nilai 
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signifikansi sebesar 0.087 lebih kecil dari alpha 10% (0.1) jadi dapat dikatakan berpengaruh positif. 
Sehingga dapat dikatakan penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Ang et al., 2011; 
Bencheikh & Taktak, 2017; Faccio, 2006; Li et al., 2012) bahwa perusahaan dapat memperoleh manfaat 
yang signifikan dari koneksi politik, termasuk hubungan istimewa yang dibangun. Perusahaan yang 
terlibat dalam pemerintahan memiliki kesempatan dan kemampuan mempengaruhi undang-undang 
dan peraturan yang dapat berimbas kinerja perusahaannya.  
 
 
Kesimpulan  
 

Pada penelitian ini terlihat bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik mempunyai 
kesempatan untuk mendapatkan skor yang tinggi dalam kinerja lingkungannya. Karena perusahaan 
akan memanfaatkan koneksinya untuk merubah atau meningkatkan nilainya. Kelemahan pada 
penelitian ini adalah belum ada penguat yang dari variabel lain, oleh karena itu untuk penelitian 
selanjutnya bisa ditambah penguat variabel lain. 
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